WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BENGKULU,

bahwa  untuk  menjamin agar  penyusunan,
pembahasan dan penetapan APBD Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan secara
baik, benar, tepat waktu dan taat asas, maka
diperlukan adanya landasan kebijakan tentang
prosedur dan teknis penganggaran berupa Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Bengkulu tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);



Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah
Kota dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan
APBD.



Pasal 2

Ruang Lingkup pedoman penyusunan APBD tahun
anggaran 2016 terdiri dari :

a.

b.

(2)

(3)

(4)

(5)

Uraian pedoman penyusunan APBD Kota Bengkulu
tahun anggaran 2016.

Belanja yang diperbolehkan untuk program dan
kegiatan yang ada di setiap SKPD.

Kode unit SKPD untuk penyusunan RKA-SKPD dan
RKA-PPKD tahun anggaran 2016.

Daftar kode program dan kegiatan menurut urusan
pemerintahan daerah untuk penyusunan RKA-SKPD
dan RKA-PPKD tahun anggaran 2016.

Daftar kode rekening pendapatan, belanja dan
pembiayaan untuk penyusunan RKA-SKPD dan RKA-
PPKD tahun anggaran 2016.

Pasal 3

Sistematika uraian Pedoman penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2016 sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, meliputi:

a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dengan
Kebijakan Pemerintah;

Prinsip Penyusunan APBD;

Kebijakan Penyusunan APBD;

Teknis Penyusunan APBD; dan

e. Teknis Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Uraian Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran
2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana terlampir dalam Lampiran [ dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan walikota ini.

aoo

Belanja yang diperbolehkan wuntuk program dan
kegiatan yang ada di setiap SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagaimana
terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Kode unit SKPD untuk penyusunan RKA-SKPD dan
RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagaimana
terlampir dalam Lampiran III dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Daftar kode program dan kegiatan menurut urusan
pemerintahan daerah untuk penyusunan RKA-SKPD
dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah sebagaimana
terlampir dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.



(6) Daftar kode

rekening pendapatan,
pembiayaan untuk penyusunan RKA-SKPD dan RKA-
PPKD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e, sebagaimana terlampir dalam
Lampiran V dan merupakan bagian yang

belanja

terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

MARJON

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Oktober 2015

WAKIL WALIKOTA BENGKULU,

ttd

PATRIANA SOSIALINDA

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 38

dan

tidak



